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Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan ruang dispensasi
nikah atas dasar alasan sangat mendesak, namun tidak memberikan batasan yang
jelas mengenai frasa tersebut. Penelitian ini mengkaji penetapan tanggal pernikahan
sebagai alasan sangat mendesak melalui analisis terhadap Penetapan Nomor
47/Pdt.P/2024/PA.Negr dan Nomor 106/Pdt.P/2024/PA Negr di Pengadilan Agama
Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim
dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan alasan penetapan tanggal
pernikahan serta menilai kesesuaiannya dengan hukum Islam dan peraturan
perundang-undangan.

Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus
(case approach) yang digunakan untuk menelusuri ratio decidendi, dipadukan
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk meninjau
kesesuaian peraturan, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan teori
maslahah sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengabulkan dispensasi nikah
tidak semata-mata karena alasan penetapan tanggal pernikahan, melainkan
didasarkan pada pertimbangan komprehensif yang mencakup aspek syar’i, yuridis,
psikologis, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosiologis dengan berlandaskan
pada UU Perkawinan, PERMA No. 5 Tahun 2019, KHI, dan kaidah fighiyyah demi
terwujudnya kemaslahatan. Secara normatif, penetapan tanggal pernikahan tidak
dapat dikategorikan sebagai "alasan sangat mendesak" jika berdiri sendiri, karena
merupakan bagian dari perencanaan administratif yang dapat diubah atau ditunda.
Namun, dalam praktik peradilan, alasan tersebut dapat diterima sebagai faktor
pendukung (kumulatif) apabila disertai dengan keadaan mendesak lainnya yang
menunjukkan adanya potensi kemudaratan yang lebih besar apabila perkawinan
tidak segera dilangsungkan.
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